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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian

Perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi serta menguatnya tuntutan publik pada berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan pendidikan, telah melahirkan suasana baru  mengikuti kecenderungan arus perubahan global. Kompleksnya tuntutan masyarakat menuntut agar pemerintah untuk dapat mengefektifkan proses kerja dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat luas, di sisi lain pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan institusi secara profesional yang bersandar pada tuntutan good governance sehingga akan mewujudkan hubungan mutualisme positif antara pemerintah dan masyarakat.

Tuntutan akan pergeseran peran tersebut menuntut adanya organisasi-organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial yang paling rasional dan efisien. Masyarakat merupakan suatu kelompok dan tempat berlangsungnya interaksi manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan di dalam organisasi, dididik melalui organisasi dan hampir sebagian besar masa hidup dan bekerja untuk kepentingan organisasi, bahkan matipun melalui organisasi.

Melalui organisasi pula, manusia dapat mengkoordinasikan sejumlah besar tindakan-tindakan, mampu menciptakan alat-alat sosial yang ampuh dan dapat diandalkan. Organisasi mampu menggabungkan sumber daya yang dimilikinya dengan didukung sumber-sumber daya lain di luar organisasi, yakni dengan terjalinnya para pemimpin organisasi, kelompok pekerja atau tenaga ahli, mesin dan bahan mentah menjadi satu. Pada saat bersamaan, organisasi secara terus menerus mengkaji sejauh mana telah berfungsi serta berusaha menyesuaikan diri sebagaimana tujuan yang diharapkan agar tercapai secara optimal.

Kesemua itu menyebabkan organisasi dapat melayani serta memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat maupun anggota organisasinya secara lebih efisien dan efektif dibanding dengan hanya mengelompokkan manusia yang lebih kecil dan lebih alamiah, seperti keluarga, kelompok-kelompok persahabatan dan lingkungan masyarakat.

Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sentral yang paling utama dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang semakin tajam dan kompleks dari masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan, dan pendidikan masyarakat secara umum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Makna dari ketentuan tersebut diatas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan atau representasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan kondisi yang ideal sebagaimana digariskan dalam ketentuan tersebut, tentu saja dalam pelaksanaannya perlu adanya upaya motivasi,  baik motivasi yang dilakukan oleh pimpinan maupun motivasi dalam diri pelaksananya itu sendiri sebagai wujud dari kesadaran individu maupun kelompok atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah yang pada hakekatnya senantiasa memberikan pelayanan terhadap masyarakat seoptimal mungkin. 

Budaya Organisasi,adalah sebagai upaya  proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi melalui perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan elemen utama untuk dapat membangkitkan kinerja pegawai. Dengan demikian, budaya organisasi adalah merupakan sebagian kecil elemen penting yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Kinerja pegawai dimaksud, adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai melalui proses kerja yang direncanakan. Kinerja pegawai atau performance yang diwujudkan pegawai dapat dilihat dan diketahui, apakah hasil kerja pegawai itu berkualitas atau tidak dan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Artinya, bahwa kinerja merupakan parameter dari hasil kerja pegawai, yaitu apakah sudah memenuhi syarat, apakah sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, semakin meningkat kinerja pegawai maka hasil kerja yang diperoleh akan semakin berkualitas sesuai dengan yang direncanakan.

Pemahaman mengenai kinerja pegawai, dalam kaitan ini yaitu seluruh pegawai dalam organisasi dapat berperan secara efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Tugas dan fungsi atau tanggung jawab yang diembannya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tepat pada sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Artinya, didalam interaksi bekerja tumbuh suatu keharmonisan yang sinergis antara tanggung jawab pegawai, pimpinan dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang disepakati bersama yang berorientasi pada hasil kerja pegawai. Oleh karena itu, perlu diantisipasi atau dihindarkan adanya pelemparan tanggung jawab yang tumpang tindih dan tidak efektif. Hal ini bisa terjadi karena diakibatkan adanya ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab atas beban pekerjaan yang diemban. Optimalisasi kinerja yang dimaksud memiliki tujuan, agar para pegawai dapat bekerja secara proporsional, efektif dan efisien terutama dalam proses implementasi kebijakan yang ada dalam organisasi atau institusinya sesuai dengan rencana program agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai, khususnya dilingkungan Kantor Kecamatan Andir Pemerintah Kota Bandung.
Pemerintah Kecamatan sebagaimana dalam paradigma baru yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah (perangkat desentralisasi), yang dalam implementasinya Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota yang kemudian harus mempertanggungjawabkannya kepada Walikota.

Walaupun saat ini kewenangan yang diberikan kepada Camat belum seluruhnya dilaksanakan tetapi pada prinsipnya Kecamatan mempunyai kewajiban untuk dapat melaksanakan visi dan misi dari Pemerintah Kota. Oleh karenannya dalam setiap perencanaan   dan pelaksanaan program dan kegiatan, kecamatan Andir mengacu kepada visi Kota Bandung yaitu Meningkatkan Peran Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju terwujudnya Kota Bandung yang Genah, Merenah, Tumaninah.
Disamping itu, Kecamatan Andir  berusaha mewujudkan Visi Kota Bandung, yang berupaya untuk dapat melaksanakan setiap pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, yang pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Andir sudah dapat mempersiapkan tugas-tugas yang lebih kompleks dengan berbagai perubahan dan tantangan dalam memberikan pelayanan yang terbaik (prima) bagi warga masyarakat.

Diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat merupakan angin segar dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Lebih dari itu sejak tahun 2003 kecamatan sebagai unit kerja juga memiliki kewengan untuk mengelola anggaran tersendiri melalui DPA.

Pencapaian sasaran dan tujuan pada kenyataannya belum sepenuhnya tercapai, mulai dari perencanaan, proses kerja maupun hasil kerja yang diwujudkan oleh Kecamatan Andir,  secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan harapan atau belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pegawai Kecamatan Andir Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan kerjanya masih jauh dari harapan, karena masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan proses kerjanya, sehingga peneliti menduga bahwa kinerja pegawai yang ada masih rendah. Rendahnya kinerja pegawai tersebut berdampak pada hasil kerja yang diperolehnya. Dengan demikian, dari sisi kualitas, mutu maupun waktu tidak menunjukkan perkembangan yang berarti sesuai dengan rencana dan harapan.

Pengelolaan Budaya Organisasi sebagai salah satu unsur strategis dalam organisasi merupakan langkah penting yang akan menentukan berhasil tidaknya Kecamatan Andir sebagai organisasi publik dalam mencapai kompetensi pegawai sebagai sumber daya manusia di Kecamatan yang optimal sesuai dengan sasaran dan tujuan Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Budaya organisasi merupakan persepsi umum yang diyakini oleh para anggota organisasi. Hal ini telah dibuat eksplisit ketika budaya organisasi didefinisikan sebagai suatu sistem mengenai pengertian yang diterima secara bersama. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa individu dengan berbagai latar belakang atau yang berada pada tingkatan yang berbeda dalam organisasi cenderung untuk menjelaskan budaya organisasi dalam pengertian yang sama.
Budaya Organisasi diharapkan mampu menciptakan pemahaman yang sama diantara para anggota organisasi mengenai bagaimana sebenarnya organisasi itu dan bagaimana anggota harus berperilaku. Budaya mengimplikasikan adanya dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan secara erat dan independen. Tetapi banyak pakar tidak berusaha merinci karakteristik-karakteristik budaya, mereka berbicara tentang budaya sebagai sesuatu yang abstrak, apabila budaya itu dianggap ada, dan memang demikian adanya, maka budaya harus mempunyai dimensi mencolok yang dapat didefinisikan dan diukur.

Optimalisasi kinerja pegawai akan ditentukan oleh upaya pegawai tersebut dalam meningkatkan budaya organisasi. Alat untuk meningkatkan kinerja pegawai diantaranya adalah memahami budaya organisasi yang telah dikondisikan oleh Camat. Pentingnya membentuk kinerja dapat dikatakan merupakan faktor kunci di mana budaya organisasi yang diterapkan Camat memegang peran sangat besar dalam menentukan level kinerja pegawai. Berbagai perintah, instruksi, pengambilan keputusan, penyampaian kebijakan dan kegiatan organisasi lainnya senantiasa memerlukan komunikasi yang efektif. Namun tidak selamanya perintah, instruksi, kebijakan dan keputusan yang dibuat Camat dapat diikuti oleh seluruh anggota organisasi. Banyak hal dari perilaku pegawai yang dianggap dapat menghambat proses penyelesaian tugas pekerjaannya.

Kinerja pegawai dimaksud, berkaitan dengan kemampuan hasil kerja agar pegawai mampu menunjukkan kerjanya sesuai dengan target pekerjaan yang ditentukan. Kinerja pegawai juga dimaksudkan agar tindakan pegawai lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemahaman kinerja dapat dilakukan oleh seorang pegawai dalam tugas kerjanya, artinya seorang pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan yang telah ditargetkan program kerja atau organisasi di tempat bekerjanya dengan tujuan agar semua sasaran kerja dapat dicapai. Bila tugas pelayanan dapat dicapai dengan optimal, pegawai tersebut berarti telah memenuhi tugas dan kewajiban kerjanya sesuai dengan harapan. Artinya, kinerja pegawai kecamatan Andir Kota Bandung optimal dan bilamana tujuan dan sasaran kerja belum dapat dicapai sesuai dengan target, maka dapat diindikasikan bahwa kinerja pegawai rendah.

Kecamatan Andir Kota Bandung adalah perangkat daerah dan bertanggung jawab kepada walikota dan dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan instansi pemerintah Daerah Kota Bandung yang menjadi locus (Lokasi) dan Fokus dari kajian Administrasi Negara. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya mengalami berbagai hambatan terutama berkaitan dengan rendahnya kinerja organisasi yang tidak sesuai dengan tuntutan  dan kebutuhan Kecamatan Andir Kota Bandung.  

Berdasarkan pengamatan peneliti pada Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung, permasalahan yang berkaitan dengan kinerja pegawai sebagai salah satu variabel dalam menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya masih rendah. Indikasi-indikasi rendahnya kinerja pegawai tersebut secara faktual dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Motivasi kerja rendah, contoh: didalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) masih adanya kesalahan menuliskan identitas penduduk kesalahan tersebut rata-rata mencapai 30% dari 1005 pelayanan yang diberikan.
2. Keahlian, kecakapan/kehandalan masih rendah, contoh: banyak pegawai yang belum mampu mengoprasikan komputer sehingga laporan-laporan bulanan yang semestinya sudah dilaporkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya tetapi kenyataannya masih ada yang melaporkan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Atas dasar indikator-indikator tersebut diatas diduga oleh karakteristik-karakteristik Budaya Organisasi yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mencoba melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul:  Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung.
1.2. Identifikasi Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian di atas, yang menjadi pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini adalah: Kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung masih rendah. Rendahnya kinerja pegawai tersebut diduga disebabkan belum efektifnya karakteristik-karakteristik budaya organisasi diterapkan oleh Camat sehingga mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dalam mengemban misi organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan problem statement tersebut, dapat diindentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Berapa besar pengaruh Budaya Organisasi secara simultan terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung.

2. Berapa besar pengaruh Budaya Organisasi diukur melalui; Karakteristik orang dalam organisasi, Etika Organisasi, Sifat-sifat sistem yang dipergunakan dan Struktur Organisasi terhadap kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung.
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui besarnya pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung.
2. Ingin mengetahui besarnya pengaruh Budaya Organisasi melalui faktor-faktor karakteristik orang dalam organisasi, sifat-sifat sistem yang digunakan dan struktur organisasi terhadap kinerja di Kecamatan Andir Kota Bandung.

3. Menerapkan secara teoritis pengaruh budaya organisasi dalam memecahkan masalah kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung.
1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperluas dan memperkaya pandangan ilmiah ilmu administrasi pada umumnya dan khususnya penerapan karakteristik budaya organisasi dan kinerja pegawai.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kinerja pegawai Kecamatan Andir Kota Bandung dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai melalui pendekatan penerapan karakteristik budaya organisasi.
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